
ISALINAN I

,
0;::._ "

fff~@}5'~&~~
J6ufwta,fafca"w

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA .

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN, EVALUASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING
HIBAH, BANTUAN SOSiAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKP,RTA,

c:

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011
sebagaimaria telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun
2012, telah diatur mengenai tata cara pemberian hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahur. 2011 sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, perlu dilakukan penggantian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiJd dalam huruf a
dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, perlu
menatapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi,
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 teniang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
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5. Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
NomoI' 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2011;

8. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangsn;

9. Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah NomoI' 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2008;

11. Peraturan Pemerintah NomoI' 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 39 Tahun 2007 tentclng Pengelolaan Uang
Milik Negara/Daerah; .

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

14. Peraturan Pemerintah NomoI' 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah NomoI' 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

16. Peraturan Pemerintah NomoI' 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

17. Peraturan Presiden NomoI' 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Penlerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden NomoI' 70 Tahun 2012;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2U06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri· Keuangan NomoI' 40/PMK.05/2009 tentang Sistem
Akuntansi Hibah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibar, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 39 Tahun 2012;
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22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.07/2012 tentang Hibah
dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN,
EVALUASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAVVABAN, PELAPORAN DAN MONITORING HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DI'HI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

r-"
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'- ' BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Sekretariat Oaerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuan.gan Daerah yang sclanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Prcvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.

2.

3.

4.

C'
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6.

7.

9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daemh yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dar, bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
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11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Pe:rartgkat Daerah yang melakukan evaluasi dan memberi
rekomendasi terhadap usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan sesuai dengan bidallg penyelenggaraan urusan
pemerintahan m<lsing-masing.

13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Bagian dari SKPD yang melakuka'n evaluasi dan memberikan
rekomendasi terhadap usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan
masing-masing.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang seianjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari Pejabat PerenC'ana Daerah, PPKD dan
Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

15. Keuangan DaerCJh adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengim hak dan kewajiban daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintc:h Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se:1a ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalahDokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinyauntuk periode 1
(satu) tahun.

18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Ycmg selanjutnyadisingkat
PPAS adalah Rancangan program prioritas danpatokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepadaSKPD untuk setiap program sebagai
acuan datam penyusunanRKA-SKPD sebelum disepakati dengan
DPRD.

19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA­
PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro
Keuangan/Bagian Keuangan seiaku Bendahara Umum Daerah.

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang seianjutnya disingkat RKA­
SKPD adalah Dokumen perencanaan dan pengcmggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang seianjutnya disingkat
DPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku
/3endahara Umum Daerah.
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22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD ada!ah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah..

24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yangselanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yangmemuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakansebagai dclSar pelaksanaan
perubahan anggaran olehpengguna anggaran.

25. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan
Daerah, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan
untLik menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

26. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terja:Jinya risiko sosial.

27. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan serta kepada partai politik.

28. Risiko Sosial adalah Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditangung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
!,risis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

29. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, prafesi, fungsi, agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
l\Jegara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
termasuk organisasi non pemerintahanyang bersifat nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. l\Jaskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD
adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara
Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
I<egiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
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33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD
kepada pihak penerima hibah atau bantuan sosial.

34. Surat Perintah Pencairan Dana yang seianjutnya disingkat SP2D
adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
berdasarkan SPM.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

(1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

(2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberikan secara transfer kepada penerima untuk pelaksanaan
program dan kegiatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah barang atau. jasa yang diberikan secara langsung kepada
penerima.

(4) I"emerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
I<euangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib.

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Pemberian hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;

b. tidak wajib, tidak mengika1 dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang­
ufidangan;dan

c. rnemenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Hibah dapat diherikan kepada :

a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;
c. perusahaan daerah;
d. rnasynrakat; dan/atau
e. badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
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Pasal5

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
diberikan kepada satuan kerja .dari kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b diberikan kepada pemerintah daerah lain berupa barang
yang telah tercatat sebagai Sarang Milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bid31'g barang daerah.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c diberikan kepada Sadan Usaha Milik Daerah (SUMD) dalam
rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan pei·undang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat dan keolahragaa;, nonprofesional.

(5) Hibah kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada badan,
lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan sifatnya mendukuflg pelayanan publik.

Pasal6,

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok orang yang memiliki
kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat
diatur dalam petunjuk teknis pada SKPD/UKPD pemben rekomendasi.

Pasal 7

Hibah kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) paling sedikit harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan pernturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;

c. memiliki sekretariat tetap; dan

d. berbadan hukum di Indonesia.
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Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, masyarakat,
badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan
usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala
SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

(2) Usulan tertulis dari pemerintah, pemerintah daerah lain atau
perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
proposal yang paling sedikit memuat:

a.
b.

C2:
c.
U.
e.
f.

identitas dan alamat pengusul;
latar belakang;
maksud dan tujuan;
rincian rencana kegiatan;
rincian rencana penggunaan hibah; dan
fotokopi rekening bank pemerintah yang masih aktif.

c""
"-

(3) Usulan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa :

a. proposal, paling sedikit memuat :

1. identitas dan alamat pengusul;
2. latar belakang;
3. maksud dan tujuan;
4. rincian rencana kegiatan; dan
5. rinc::ian rencana penggunaan hibah.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan kelompok;
2. fotokopi surat keterangan domisili kesekretariatan atau kepengurusan

dari Kelurahan setempat;
3. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti

perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang
dipersamakan;

4. surat pernyataan tanGgung jawab bermeterai cukup; dan
5. salinan rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama

kesekretariatan atau kepengurusan.

(4) Usulan tertulis dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud padaayat (1), berupa :

a. proposal, paling sedikit memuat :

1. identitas dan alamat pengusul;
2. latar belakcmg;
3. maksud dan tujuan;
4. rincian rencana kegiatan; dan
5. rincian renc:ana penggunaan hibah.
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b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan badan,
lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi
hukum atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan
organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan

dari Kelurahan setempat;
5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang

berwenang: ' .
6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian

sewa bangunan/gedung atau dbkumen lain yang dipersamakan;
7. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
8. salinan rekening bank pemerintah yang lTlasih aktif atas nama

badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Pasalg

Usulan hibah secara tertulis dan/atau dokumen 3dministrasi sebagaimana
dimaksud dalamPasal 8 disampaikan kepada Gubl3rnur melalui Kepala
SKPD/UKPD pember! rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku
PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUAP­
PPAS ditetapkan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Usulan

Pasal10

(1) I<epala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 melakukan evaluasi terhadapkelengkapan, keabsahan
dan kelayakan usulan hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya
serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c1i1akukan dengan cara
penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membentuk
Tim Evaluasi.

(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi oleh Tim Evaluasi untuk
meneliti kelengkClpan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah yang
dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.

(5) I~eninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di
lokasi pengusul hibah oleh Tim Evaluasi untu~: meneliti kesesuaian
antara usulan hibah dengan fakta di 13pangan dan dituangkan dalam
berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim
E:valuasi dan pengusul hibah.

(6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan
terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur
:3KPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi
dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.
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(7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

(8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi penelitian adrninistrasi
dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh unsur SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam APBD melalui· DPA-SKPD/UKPD pemberi
rekomendasi atai.! DPPA SKPD/UKPD pemberi rfJkomendasi.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kopala SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi
tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

(3) Surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS
atau KUPA-PPAS.

(4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
meliputi anggaran hibah berupa uang/barang atau jasa.

(5) 13entukrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur in!.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal12

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKI'.-SKPD.

(3) I".KA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar ~enganggaran hibah dalam APBD atau APBD
Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal13

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dianggarkan daiam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD/UKPD.
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Pasal 14

(1) Berdasarkan APBO atau APBO Perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 selanjutnya daftar nama penerima, alamat penerima
dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBO atau APBO Perubahan.

(2) 13entuk Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
syat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini,
:3ebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBO atau APBO Perubahan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal15

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas OPA­
PPKO atau OPPA-PPKO.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan
atas OPA-SKPO atau OPPA-SKPO.

Paragraf 2

NPHO

Pasal 16

(1) Setiap pemberian hibah berupa uang dituangkan dalam NPHO yang
ditandatangani oleh Kepala BPKO selaku PPKO dan penerima hibah
berdasarkan OPA-PPKO atau OPPA-PPKO.

(2) Setiap pemberian hibah berupa barang/jasa dituangkan dalam NPHO
yang ditandatangani oleh Kepala SKPO/UKPO pemberi rekomendasi
dan penerima hibah berdasarkan OPA-SPKO atau OPPA-SKPO.

Pasal17

(1) NPHO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

a. identitas pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
f. tata cara pelaporan hibah;
~J. audit; dan
h. sanksi.

(2) Pencairan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah
clilakukan setelah dilakukan penandatanganan NPHD sebagaimana
climaksud pada ayat (1).
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(3) 13entuk NPHD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang
tercantum dalam format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini. .

(4) l3entuk NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barangl
jasa tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(5) !'JPHD berupa uang sebagaimana d:maksud pada ayat (3) yang
penandatanganannya dapat dikuasal\an sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal18

Pen!~adaan barang atau jasa dalam rangka hibah berupa barang atau jasa
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
pen~ladaan barang atau jasa pemerintah.

Paragraf 3

Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 19

(1) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan rnakanisme pembayaran
langsung (LS).

(2) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD, NPHD dan surat rekomendasi
f<epala SKPD/UKPD terkait.

Pasal20

(1) Penerima hibah berupa uang mengajukan surat usulan pancairan hibah
kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan
tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dilengkapi
dokumen administrasi, meliputi :

a. surat usulan pencairan hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran
Biaya (RAS) penggunaan hibah sesuai daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan;

b. NPHD;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
e. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh

pimpinan dan bendahara instansi penerima hibah' atau sebutan
lainnya;

f. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
~I· dokumen administrasi lainnya sesuai keter,tuan peraturan

perundang-undangan jika diperlukan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
c1alam rangkap 4 (empat).

(3) Terhadap penerirna hibah yang dokumen administrasi sebagaimana
c1imaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD, maka
Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.
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(4) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
I<epala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur
bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana
hibah ke rekening penerima hibah.

(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Paragraf 4

Penyaluran Hibah Berupa Barang/Jasa

Pasal 21

(1) Kepala SKPD/Ui<PD pemberi rekomendasi melakukan proses
pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-uncangan bidang pengadaan
barang atau jasa pemerintah.

(2) Kepaia SKPD/UKPD pemberi rekomendasi mencatat barang atau jasa
hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenis
belanja barang dan jasa,objek, rincian objek hibah barang/jasa
berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima hibah.

Pasal22

(1) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi kepada penerima hibah setelah dilengkapi
cIokumen administrasi sebagai berikut:

a. berite:: acara serah terima bermeterai cukup, dibubuhi cap dan
ditandatangani;

b. NPHD;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c1. surat pemyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
El. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

jika diperlukan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
c1alam rangkap 4 (empat).

(3) Terhadap penerilTla hibah yang dokumen administrasi sebagaimana
c1imaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penyerahan hibah
c1apat dilakukan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal23

(1) F'enerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan
tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

(2) F'enerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepa!a SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.
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Pasal24

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
E3PKD selaku PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah
pada jenis beianja barang dan jasa dalam program dan'kegiatan pada
SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal25

(1) Penerima hibah bertariggung jawab SEJcara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

Cl. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan

bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang
atau jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku
PPKD untuk hibah berupa uang atau Kepala SKPD/UKPD pemberi
rekomendasi untuk hibah berupa barang/jas2 paling lambat 1 (satu)
bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir
tahun anggaran paling lambat disampaikan tal"'ggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
c1isimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek
perneriksaan.

,'.

Pasal26

(1) Healisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam lahun anggaran berkenaari.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal27

(1) Healisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar
akunlansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
jiungkapkan pada catatan alas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerinlah daerah.
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(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 7
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal28

(1) lJantuan sosial dapat berupa uang atau qarang.

(2) I"emerintah Oaerah dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai
kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanjaurusan wajib
dengan mernperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
Illanfaat untuk masyarakat.

Pasal29

(1) Anggota/kelompok masyarakat sebaga;lllana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) meliputi :

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum; atau .

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

(2) l3antuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan; atau

b. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(3) l3antuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah
jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan
APBO atau APBO Perubahan.

(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat per.yusunan APBO atau APBO
Perubahan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan
risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan.
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Pasal30

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkina!l risiko sosial.

(3) i<riteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi :

a. memilikl identitas yang jelas; dan
b. berdumisili di Daerah.

(4) I<riteria bersitat semen~ara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

(6) I(riteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

(1) f~ehabilitasi sosial sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 30 ayat (6)
huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat
agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.

(3) F'emberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mcmpunyai daya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
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(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjarnin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga maupun kelo:npok masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung
oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti :

a. beasiswa bagi anak miskin;
b. yayasan pengelola yatim piatu;
c. nelayan miskin;
d. masyarakat lanjut usia;
e. masyarakat terlantar;
f. masyarakat yang cacat berat;
g. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;

dan/atau
h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian

bantuan sosial.

(3) 13antuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti:

a. bantuan kendaraan lJperasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu;

b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tllna sosial;
d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mam;Ju; dan/atau
e. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian

bantuan sosial.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial yang Direncanakan

. Paragraf 1

Pengusulan

Pasal33

(1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat
rnengajukan usulan tertulis bantuan sosi::l1 yang direncanakan.
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(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana
J

dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. proposal, paling sedikit memuat :

1. identitas pengusul;
2. alamat pengusul;
3. latar belak8ng;
4. maksud dan tujuan; dan
5. rencana penggunaan bantuan sosia!.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. surat pernyataan tanggung jawab;
3. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat; dan
4. salinan rekening bank yang masih aktif.

(3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa:

a. proposal, pa!iog sedikit memuat :

1. identitas pengusul;
2. alamat pengusul;
3. latar belakang;
4. maksud dan tujuan; dan
5. rencana penggunaan bantuan sosia!.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan lembaga;
2. fotokopi Akta Notaris pend irian badan hukum yang telah

mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi
hukum atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan
organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan

setempat;
5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang

berwenang;
6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian

<
sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan;

7. surat pernyataan tanggung ja.wab bermeterai cukup; dan
8. salinan rekening bank pemerint8fl yang masih aktif atas nama

lembaga.

Pasal 34

Usulan bantuan sosial secara tertulis dan/atau dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Gubernur
melalui Kepala SI<PD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan
Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda pa'ing lambat sebelum
KUA-PPAS atau KUAP-PPAS ditetapkan.
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Paragraf 2

Evaluasi Usulan

Pasal35

(1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan
dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen
terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi
usulan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
penelitian administrasi danpeninjauan lapangan.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan eV31uasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi
membentuk Tim Evaluasi.

(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi oleh Tim Evaluasi untuk
meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial
yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.

(5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di
lokasi pengusul bantuan sosial oleh Tim Evaluasi untuk meneliti
kesesuaian antara usulan bantuan sosial dengan fakta di lapangan dan
dituangkan d",lam berita acara peninjauan lapangan yang
ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul bantuan sosial.

(6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan
terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
unsur SKPD/UKPO pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi
dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait I<linnya.

(7) 13entuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebag'aimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 dan Format 2Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

(8) 13iaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi ,penelitian
, administrasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh unsur

SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam APBD melalui DPA-SKPO/UKPD pemberi
rekomendasi atau OPPA SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 36

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala SKPO/UKPD
pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi
t~rtulis kepada Gubernur melalui TAPO.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana
cJimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.
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(3) Surat rekomendasi Kepala SKPO/UKPO dan pertimbangan TAPO
sebagaimana· dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA­
PPAS atau KUPA-PPAS.

(4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

(5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Penganggaran dan P81aksanaan

Pasal37

(1) 13antuan sosial yBng direncanakan berupa uang dicanturnkan dalam
RKA-PPKO.

(2) l3antuan sosial yang direncanakan berupa barang dicantumkan dalam
I~KA-SKPD.

(3) RKA-PPKO dan RKA-SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang direncanakan
dalam APBO atau ArBO Perubahan sesuai ketentuar, peraturan
perundang-undangan.

Pasal38

(1) I<epala BPKO selaku PPKO menganggarkan bantuan sosial yang
direncanakan berupa uang kedalam kelornpok belanja tidak langsung,
jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek bantuan sosial.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiiputi:

3. Individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintanan.

(3) Kepala SKPO/UKPO pemberi rekomendasi menganggarkan bantuan
sosial yang dil·encanakan berupa barang atau jasa dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan,
yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dctn jasa, objek belanja
bantuan sosial barang dan rincian objei< belanja bantuan sosial barang
kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal39

(1) Gubernur menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial yang direncanakan dengan Keputusan Gubernur
berdasarkan Peraturan Oaerah tentang APBO atau APBO Perubahan
dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran AP80 atau APBO
Perubahan.
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(2) Pencanluman daftar nama penerima, alamat penerirna dan besaran
banluan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
lercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tenlang Penjabaran
APBO alau APBO Perubahan kecuali banluan sosial yang lidak
direncanakan.

(3) Benluk Lampiran IV Peraluran Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) lercanlum dalam Formal 8 Lampiran Peraluran Gubernur ini,
sebagai bagian yang lidak lerpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBO atau APBO Perubahan.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan anggaran banluan sosial yang dii"encanakan berupa uang
berdasarkan alas OPA-PPKO alau OPPA-PPKO.

(2) Pelaksanaan anggaran banluan sosial yang direncanakan berupa
barang berdasarkan atas OPA-SKPO alau OPPA-SKPO.

Paragraf 4

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal41

(1) Pencairan banluan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

(2) Pencairan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang didasarkan
pada OPA-PPKO/OPPA-PPKO dan sural rekomendasi Kepala
SKPD/UKPD.

Pasal42

(1) F'enerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan
surat permohonan pencairan 'bantuan sosial kepada Gubernur melalui
I<:epala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi dengan dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :

a. sural usulan pencairan bantuan sosial yang dilengkapi Rencana
Anggaran Biaya (RAB) penggunaan banluan sosial sesuai daftar
nama penerima, alamal penerima dan besaran banluan sosial dalam
lampiran III Peraturan Gubernur tenlang Pe1'ljabaran APBD/APBD
Perubahan dan Kepulusan Gubernur tentang Penelapan Oaftar
Penerima Bantuan Sosial;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. folokopi rekening bank yang masih aktif;
d. kuitansi bermelerai cukup, dibubuhi cap dan dilandatangani

penerima bantuan sosial;
e. sural pernyalaan langgung jawab bermeterai cukup; dan
1. dokumen adminislrasi lainnya sesuai kelentuan peraturan

perundang-undangan jik" diperlukan. '

(2) Dokumen adminislrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 4 (empat).
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(3) Terhadap penerima Jantuan sosial yang dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur
BPKD, maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.

(4) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur
bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana
bantuan sosial ke rekening penerima bantuan scsial.

(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

(6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang sampai dengan nilai Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukal1 meialui mekanisme
Tambah Uang (TU) dengan melengkapi kuitansi bukti penerimaan
uang.

Paragraf 5

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal43

(1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan proses
pengadaan barang sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan
ketentuan peratuian perundang-undangan biqomg pengadaan barang
dan jasa pemerintah.

(2) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi mencatat barang hasil
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenis belanja
barang dan jasa, objek, rincian objek bantuan sosial barang atau jasa
berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal44

(1) Penyerahan bantuan sosial barang dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD
pemberi . rekomendasi kepada penerima bantuan sosial setelah
d!lengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a. berita acara serah terima bermeterai cukup, dibubuhi cap dan
ditandatangCll1i;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai ci,;kup; dan
d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

jika diperlukan.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana cJimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 4 (empat).

(3) Terhadap penerima bFlntuan sosial yang dokumen administrasi
. sebagaimana dimaksuct pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka

penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan.
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Paragraf 7

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal45

(1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berup'3 uang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala
BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi
rekomendasi.

(2) Penerimn bantuan sosial yang direncanakan berupa barang
menyampai:<an laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur
melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan
Kepala BPKD selaku PPKD.

Pasal46

(1) . Bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dicatat sebagai
realisasi jenis belanja bantuan sosial pada BPKD selaku PPKD dalam
tahun anggaran berkenaan.

(2) f3antuan sosi'3l yang direncanakan berupa barang dicatat sebagai
realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dalam
program dan keglatan pada SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal47

(1) F'enerima bantuan sosial yang direncanakan
secara formal dan material atas penggunaan
diterimanya.

bertanggung jawab
hantuan sosial yang

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
I). bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial
berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku
PPKD untuk bantuan sosial berupa uang atau Kepala SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi untuk bantuan sosial berupa barang/jasa paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

(4) F'ertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir
tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januarl
tahun anggaran berikutnya.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek
pemeriksaan.

Pasal48

Realisasi banluan sosialyang direncanakan dicanlumkan pada laporan
keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
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Pasal49

(1) Bantuan sosial yang direncanakan berupa barang yang belum diserahkan
kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

(2) Realisasi bantuan sosial yang direncanakan berupa barang
dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan
realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial yang direncanakan
berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial yilng Tidak Dapat Direncanakan

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal50

(1) Individu dan/atau keluarga dapat menerima bantuan sosial yang tidak
direncanakan sebelumnya berupa uang dengan mengajukan surat
usulan tertulis atau berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang
benNenang. .

(2) Pejabat yang berNenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Gubernur;
b. Wakil Gubernur;
c. Sekretaris Daerah; atau
d. Kepala BPKD selaku PPKD.

(3) Usulan tertulis atau surat keterangan dari pejabat yang benNenang
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) disampaikan kepada Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan secara tertulis
setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari
SKPD/UKPD terkait.

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Waki\ Gubenur;
b. Sekretaris Daerah; atau
c. Kepala BPKD selaku PPKD.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 51

(1) 13antuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berupa uang
dicantumkan dalam RKA-PPKD.
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(2) RKA-ppKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial yang tidak direncanf:ikan sebelumnya
dalam ApBD atau ApBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52

Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak melebihi pagu
alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Paragraf 3

Pencairan

Pasal53

(1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan DPA-pPKD/DppA­
ppKD, surat rekomendasi Kepala SKpD/UKPD terkait dan persetujuan
secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

(2) Pencairan bantuan s0sial yang tidak direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS).

(3) Pencairan bantuan sosial yang tidak direnconakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen administrasi,
meliputi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. fotokopi rel<ening bank yang masih aktif; dan
c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani

penerima bantuan sosial atau sebutan lainnya.

(4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 4 (cmpat).

(5) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap oleh unsur
BpKD, maka Kepala BPKD Selaku PpKD menerbitkan SPP dan SpM.

(6) Setelah SpM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka
Kepala BpKD selaku PPKD menerbitkan Sp2D dan selanjutnya unsur
bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana
bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial.

(7) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan bidang pengelolaan keuangan negara/r:laerah.

(8) Dalam hal bantuCln sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat
dilakukan melaiui mekanisme Tambah Uang (TU) dengan melengkapi
I<uitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
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Paragraf 4

Pelaporan dan Pertangoungjawaban

Pasal54

Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berupa uang dicatat
sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada BPKD selaku PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal55

(1) Penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang
bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang tidak
direncanakan berupa uang.

(3) F'ertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku
I"PKD untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang
paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir
tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya. .

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek
pemeriksaan.

Pasal56

ReaJisasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebGlumnya dicantumkan
pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

Pasal57

(1) Kepala BPKD selaku PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran
berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima
oleh masing-masing individu danfatau keluarga.
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SAS V

SANTUAN KEUANGAN

Sagian Kesatu

Umum

Pasal58

(1) Pemerintah Oaerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai
kemampuan keuangan daerah setelah mempriorita£l<an pemenuhan
belanja urusan wajib.

(2) Santuan keua:lgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

(3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana di,llaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Oaerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 59

Bantuan keuangan dapat diberikan kepada :

a. partai politik; dan
b. pemerintah daerah lain.

Sagian Kedua

Santuan Keuangan Kepada Partai Politik

Paragraf 1

Umum

Pasal60

(1) Pemerintah Oaerah memberikan banluan keuangan kepada partai
politik setiap tahunnya.

(2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad81ah partai politik
yang mendapatkan kursi di OPRO Provinsi OKI Jakarta.

Paragraf 2

Penganggaran dan P>3ngajuan

Pasal61

Santuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya
dalarn APSO dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan
objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 62

Santuan keuangan kepada partai palitik yang mendapatkan kursi di DPRD
Provinsi OKI Jakarta dianggarkan sellap lahun oleh Pemerintah Oaerah.
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Pasal63

Penentuan anggaran banluan keuangan kepada partai polilik memperhalikan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal64

(1) Usulan banluan keuangan partai polilik disampaikan secara lertulis oleh
Dewan Pimpinan Daerah Partai Polilik tingkat Provinsi dilandalangani
Kelua dan Sekrelaris alau sebulan lainnya kepada Gubernur dengan
melampirkan kelellgkapan adminislrasi berupa :

a. sural keputusan DPP Partai Polilik yang menelapkan Susunan
Kepengurusan DPO P3rtai Polilik lingkat Provinsi yang dilegalisir
oleh kelua umum dan Sekrelaris Jenderal OPP partai politik alau
sebulan lain;

b. fotokopi sural kelerangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. sural kelerangan aulentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan

suara partai polilik hasil pemilihan umum OPRD lingkat Provinsi
yang dilegalisir Kelua alau Sekrelaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi OKI Jakarta;

d. nomor rekening kas umum partai polilik yang dibuktikan dengan
pernyalaan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana Banluan Keuangan partai polilik;
f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan banluan keuangan

lahun anggaran sebelumnya; dan
g. sural pernyalaan partai polilik yang menyalakan bersedia dilunlul

sesuai kel~nluan peraturan perundang-undangan apabila
memberikan kelerangan yang lidak benar yang dilandatangani Kelua
dan Sekrei:aris OPO atau sebulan lainnya di alas materai dengan
menggunakan kop sural partai polilik.

(2) Lampiran kelengkapan adminislrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Surat usulan sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal65

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayal (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan
adminislrasi pengajuan usulan banluan keuangar partai politik tingkal
provinsi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dikeluai Kepala
Badan Kesaluan Bangsa dan Polilik.

(3) Keanggolaan Tim Verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lerdiri dari unsur Kanlor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan SKPO/UKPO lerkait.

(4) Pembenlukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dengan Kepulusan Gubernur.
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(5) 8iaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada APBD/APBD-P.

Pasal66

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
I"asal 65 ayat (1) dibuat dalam berita acara.

(2) l3entuk berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercaRtum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan adrr.inistrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 66 disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi kepada Gubernur
dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.

Paragraf 4

Pencairan

Pasal 68

(1) Pencairan bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD atau DPPA­
PPKD dan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi
sebagai:nana dimaksud dalam Pasal 66.

(2) Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SPP dan SPlvl setelah berita
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur
bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana
bantuan keuangan ke rekening penerima bantuan keuangan.

(4) F'enerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan dibidang pengelalaan keuangan.

Paragraf 5

Penggunaan

Pasal 69

Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan
palitik dan aperasianal sekretariat partai palitik.

Pasa! 70

(1) Kegiatan partal palitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 antara
lain:

a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam
kehidupan bermasyara:<at, berbangsa dan bernegara;

b, peningkatan partisipasi palitik dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

c, peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter
bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan palitlk dilaksanakan dp-ngan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya
polltlk sesual dengan Pancasila.
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Pasal75

(1) Pemerintah Daerah lain dapat mangajukan surat usulan bantuan
keuangan secara tertulis.

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
proposal, paling sedikit memuat :

a. identitas pengusul;
b. alamat pengusul;
c. latar belakang;
rj. maksud dan tujuan;
e. rincian rencana kegiatan; dan
f. rencana penggunaan bantuan keuangan.

Pasal76

Usulan bantuan keuangan secara tertuli~ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan
Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUAP-PPAS
ditetapkan.

Paragraf 2

Evaluasi Usulan

Pasal 77

(1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan
dan kelaya\(an usulan bantuan keuangan secara tertulis.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi
dapat membentuk Tim Evaluasi.

(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
di Kantor SKPD/UKPD pember! rekomendasi Ol8h Tim Evaluasi untuk
meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan
I<euangan yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.

(5) Peninjauan lapangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan di
lokas: pengusul bantuan keuangan oleh Tim Evaluasi untuk meneliti
kesesuaian antara usulan bantuan keuangan dengan fakta di lapangan
dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang
ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul bantuan ke.uangan.

(6) Daiam melakukan penelitian administrasi dan penlnJauan lapangan
terhadap usulan nantuan keuangan sebagaimana dimak!5ud pada ayat (2),
unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi
dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKP!) terkait lainnya.

(7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur
ini. .
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(8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi penelitian administrasi
dan peninjaLlan lapangan yang dilakukan oleh unsur SKPD/UKPD
pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
dalam APBD melalui DPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi atau
DPPA SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal78

(1) Berdasarkan berita acara hasii evaluasi penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6),
Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan
surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

(3) Rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA-PPAS atau
KUAP-PPAS.

(4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
meliputi anggaran bantuan keuangan berupa uang.

(5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
ctalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur.ini.

Paragraf 3

Penganggaran

Pasal 79

(1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran bantuan keuangan dalam APBD atau APBO Perubahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal80

Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan bantuan keuangan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek
dan rincian objek belanja berkenaan.

Paragraf 4

Pelaksanaan dan Pencairan

Pasal 81

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD
atau DPPA-PPKD.

Pasal 82

(1) Setiap pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam Naskah
Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) yang ditandatangani oleh Kepala
BPKD selaku PPKD berdasarkan DPA-PPKD atau DPPA-PPKD dan
pene.rlma bantuar. keuangan.
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(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal69 antara lain:

a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

Paragraf 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal71

Partai politil< wajib membuat pembukuan dan memelihara blJkti penerimaan
dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasaln

(1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan penge!uaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.

(2) I_aporan pertimggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan
partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan
partai politik perkegiatan; dan

b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan
pengadaan/pengunaan j<:lsa..

(3) Bentuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Format 10 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal73

(1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana
bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur
setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(2) l_aporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pal:ng lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Badan
F'emeriksa Keuangan (BPK).

(3) Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan
keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan

.diterima oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal74

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan. kepada
Pemerintah Daerah lain.
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(2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

a. identitas pemberi dan penerima bantuan keuangan;
b. tujuan pemberian bantuan keuangar,;
c. besaran yang diberikan;
d. rincian penggunaan bantuan keuangan yang akan diterima;
e. hak dan kewajiban;
f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan bantuan keuangan;
g. tata cara pelaporan bantuan keuangan; dan
h. sanksi.

Pasal83

(1) Pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada penerima
bantuan keuangan dilakukan setelah penandatanganan Naskah
Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK).

(2) Bentuk Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan(NPBK) sebagaimana
dimaksud peda ayat (1) tercantum dalam Format 11 Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

(3) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Naskah Perjanjian Bantuan
Keuangan (NPBK)dan surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD,

Pasal84

(1) Penerima bantuan keuangan mengajukan surat usulan pencairan
bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku
PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi
dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :

a. surat usulan pencairan bantuan keuangan yang dilengkapi rincian
rencana penggunaan bantuan keuangan;

b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK);
c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh

pimpinan dan bendahara instansi penerima bantuan keuangan atau
sebutan lainnya; dan

e. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 4 (empat).

(3) Terhadap penerima bantuan keuangan yang dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur
I3PKD, maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.

(4) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
j<epala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur
bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana
bantuan keuangan ke rekening penerima bantuan keuangan.

(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dilaksanakl'ln sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang pengelolaan keuangan negarF.l/daerah.
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Paragraf 5

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 85

Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan
bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD
dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal86

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 87

(1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup. yang

menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah
digunakan sesuai ~Iaskah Perjanjian Bantuan Keu2ngan (NPBK);
dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pami ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan
.Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebsgaimana dimaksud pada 8yat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku
objek pemeriksaan.

(5) Realisasi bantuaN keuangan dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran.berkenaan.

BAB VI

AUDIT

Pasal 88

(1) Penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan oleh
penerima berupa uang dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) wajib di audit oleh Akuntan Publik paling lambat 15
(lima belas) hari kerjasetelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali
yang telah dilakukan audit 016h aparat pengawas fungsional.

(2) Audit dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilakukan
oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
antara lain kesesuaian penggunaan dana denga'l proposal dan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2
. (dua) bulan.
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Pasal 89•
(1) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88

ayat (1) dilakukan oleh penerima hibah, bantuan so<;ial dan bantuan
keuangan dengan biaya dibebankan kepada penerima hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan berdasarkan asas kepatutan dan
kewajaran.

(2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala
SKPD/UKPD pemberi rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah audit dinyatakan selesai.

BAB VII

LARANGAN

Pasal90

(1) Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilarang
mengalihkan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang
diterima kepada pihak lain.

(2) Apabila penerima hibah tidak melaksanakan kegiatan dan/atau
melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan,
maka penerima hibah wajib mengembalikan dana hibah yang diterima
kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke rekening kas
daerah.

BAB VIII

MONITORING,EVALUASI DAN SANKSI

Pasal91

(1) SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi
atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku
PPKD dan InspektoraUlnspektorat Pembantu.

,BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal92

(1) Khusus dana hibah dan bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2013
yang telah dianggarkan pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran
2013, proses pemberian rekomendasinya dapat dilakukan setelah
penetapan APSD Tahun Anggaran 20'13 dan sebelum proses
pencairan.

(2) Khusus pelaksanaan bantuan sosial yang tidak terencana untuk Tahun
Anggaran 2013 dapa! diberikan berdasarkan rekomendasi Kepala
SKPD/UKPD dan persetujuan pejabat yang berwenang.
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BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 127
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuanganyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62
Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
surut terhitung sejak ta'19gal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 20i3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 51019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

S~
NIP 195712281985032003
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FORMAT 1

FORMAT 2

FORMAT 3

FORMAT 4

FORMAT 5

FORMAT 6

FORMAT?

FORMAT 8

FORMAT 9

FORMAT 10

FORMAT 11

Lampiran ; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 55 TAHUN 2013
Tanggal. 20 Juni 2013

BENTUK HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI.

BENTUK BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN.

BENTUK REKOMENDASI.

BENTUK LArvlPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARA~

ALOKASI HIBAH DALAM PERATURAN GUBERJ\IUR TENTANG PENJABARA~

ANGGARAN PENDAPAlAN DAN BELANJA DAERAH.

BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAf­
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA HIBAf­
TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UNJG.

BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAI­
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA HIBAH
TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA.

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG.

BENTUK LAMPIRAN IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL DALAM PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PAF:TAI POLITIK.

BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN' KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

BENTUK NASKAH PERJANJIAN BANTUAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN,
DALAM BENTUK UANG.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO



FORMAT 1

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN .

NOMOR .

Pada hari ini tanggal bulan , tahun ..
(. ......-.......-...... ) yang bertanda tangan di bawah ini :

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan

c-:;

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UKPD terkait) Nomor .
tanggal. bulan tahun telah melakukan penelitian administrasi terhadap:

Nama (Lembaga)
Alamat (Lembaga)

('r-
",'\....-

Dengan hasil sebagai berikut :

Ada
Tidak

KeteranganNo. Data Administrasi
Ada

1 nama dan identitas

2 alamat

3 aktivitas

4 kepengurusan

5 rencana anggaran biaya

6 saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank

7 waktu pelaksanaan

8 bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun
sebelumnya apabila ada
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PIHAK KEDUA
yang menerima Bantuan Keuangan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah
dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Perjanjian Bantuan Keuangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan1
(satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

c
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PIHAKKEDUA
NAMA JABATAN,

NAMAJELAS
NIP

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

selaku
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

NAMAJELAS
NIP
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No. Data Administrasi Ada
Tidak

Keterangan
Ada

9 Nomor Pokok Wajib Pajak (aslinya)*
-

10 Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM dan/atau Pembentukan Organisasi/Lembaga
(aslinya)*

11 Surat Keterangan Domisili dan Kelurahan setempat
(aslinya)

12 Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian
kontrak atau sewa gedung/bangunan (aslinya)*

13 Izin operasional/tanda daftar. bagi lembagn/yayasan
dari instansi yang berwenang (aslinYa)*

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

~
Catatan:

*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

KETUA TIM EVALUASI

NAMAJELAS
NIP

c


